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DAFTAR WAWANCARA 

Bapak Kali Hamzah 

1. Untuk saat ini sudah sampai berapa persen ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 

Publik di wilayah kota Medan ? 

2. Jadi langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk menambah 

ketersediaan RTH Publik yang ada di wilayah kota Medan, jika belum mencapai 

target 20 persen yang ada di UU ? 

3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan penambahan ketersediaan 

RTH Publik yang ada di wilayah kota Medan ? 

4. Adakah data jumlah atau persenan RTH Publik dimasing – masing kecamatan 

wilayah kota medan ? 

5. Bagimana cara menghitung persenan pada ketersediaan RTH Publik ? 

6. Adakah data persebaran lokasi atau titik – titik lokasi pada RTH Publik di 

wilayah kota Medan ? 

7. Pihak bagian mana saja yang terkait ikut andil dalam mewujudan RTH Publik 

hingga mencapai 20 persen ? ( baik itu pihak pemerintah dan ataupun ada dari 

swasta juga ? )  

8. Apa saja peran dari masing – masing pihak yang ikut andil dalam mewujudkan 

RTH Publik hingga mencapai 20 Persen ?  

9. Bagaimana proses atau alur dalam melakukan pembangunan untuk satu RTH 

Publik yang ada di wilayah kota Medan ?   

10. Apakah masing – masing dari kecamatan memiliki aturannya sendiri dalam 

menentukan persenan RTH Pubik ? (misalkan untuk kecamatan Medan johor 

RTH Publik harus 8 persen ) 
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